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ABSTRACT 
BMT Tumang is the Islamic financial institution with a concept that is far 
from usury and in accordance with Islamic law, until now the products of BMT 
Tumang is become anoption by the indonesian muslim who want to avoid 
usury. One the products of BMT Tumang which attracted people by alot of is the 
system mudaraba is the profit sharing system. 
This study is aims to determine whether the application of transactions 
accounting in financing that applied in BMT Tumang in Boyolali are already 
appropate with the statement of sharia accounting standards (SFAS) No. 105. 
This research was conducted in BMT Tumang. The technique of 
collecting the date carried by interview, observation, documentation and 
literature by review using qualitative descriptive analysis methode it is to describe 
the application of transactions accounting in financing of BMT Tumang. The 
results show that the application of transactions accounting in financing is in 
BMT Tumang especially on the implementation of mudaraba accounting 
transactions are in accordance with SFAS No. 105. 
 
Keywords: Application of SFAS, mudharaba financing 
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ABSTRAK 
BMT Tumang adalah lembaga keuangan syariah dengan konsep yang jauh 
dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, sampai saat ini produk BMT Tumang 
menjadi pilihan masyarakat muslim di Indonesia yang ingin terhindar dari riba. 
Salah satu produk BMT Tumang yang banyak diminati masyarakat adalah 
mudharabah yaitu dengan sitem bagi hasil.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi 
transaksi dalam pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT Tumang di 
Boyolali sudah sesuai  dengan PSAK No. 105. 
Penelitian ini dilakukan di BMT Tumang. Tekhnik pengumpulan data 
dilakukan melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mendeskripsikan penerapan akuntansi transaksi dalam pembiayaan mudharabah di 
BMT Tumang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
transaksi dalam pembiayaan mudharabah di BMT Tumang khusunya pada 
implementasi akuntansi transaksi mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No. 
105. 
 
Kata kunci: Penerapan PSAK, pembiayaan mudharabah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.   Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya perbankan dengan menerapkan prinsip syariah atau lebih 
dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal baru lagi. 
Mulai diawal tahun 1990 telah terwujud ide tentang adanya bank Islam di 
Indonesia, yang merupakan wujud ketidak setujuan terhadap sistem riba yang 
bertentangan dengan hukum Islam (Hidayat, 2013: 168).  
Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah 
dikeluarkannya UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 
dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan  
mengenai perbankan syariah saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 
No. 97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional 
menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah.  
Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut memberikan 
keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syariah dalam 
rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat. Komite 
akuntansi syariah dewan akuntansi standar keuangan menerbitkan enam Peryataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah 
yang berlaku 1 januari 2008.  
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M. Yusuf Wibisana menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai acuan 
transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan 
syariah. Dalam penyusunan PSAK tersebut, komite akuntansi syariah mengacu 
pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank 
Indonesia, selain itu juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang 
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya 
lembaga keuangan syariah. Dalam ajaran Islam kegiatan ekonomi dan bisnis 
dilarangan untuk berbuat curang dan dzalim. Transaksi syariah berlandaskan pada 
paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah 
(kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagian hidup bagi seluruh umat manusia untuk 
mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (alfalah) (Wiroso, 
2011: 27). 
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang 
mengembangkan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal 
(rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta 
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, 
sedangkan Baitul Tamwiil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 
ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 
menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Soemitra, 2009: 451). 
Penerapan pengelolaan transaksi keuangan di BMT Tumang juga 
dilakukan seperti yang ada di bank syariah. BMT Tumang  merupakan lembaga 
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keuangan mikro syari’ah yang  berdiri  dengan usaha untuk mengembangkan 
perekonomian daerah khususnya pengembangan usaha kecil dan mikro. Kegiatan 
operasional BMT Tumang pada dasarnya sama dengan yang diterapkan oleh 
lembaga keuangan mikro lainnya. Sehingga tidak menerapkan prisip bunga tetapi 
bagi hasil dan kerugian. Oleh karena itu, akuntansi yang diterapkan seharusnya 
juga mengikuti sistem akuntansi syari’ah. 
Salah satu produk unggulan pembiayaan BMT Tumang adalah  
pembiayaan mudharabah. mudharabah hakikatnya adalah bagi hasil, dimana 
masing-masing yang terlibat dalam transaksi mudharabah membuat suatu 
kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syari’ah 
dituangkan dalam nota akad. Aplikasi mudharabah dalam BMT Tumang dapat 
dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. 
Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara 
mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 
pemilik dana (IAI, 2007: 105).  
PSAK No. 105 merupakan sistem akuntansi yang mengatur bagaimana 
proses transaksi terhadap produk pembiayaan mudharabah. yang memakai sistem  
dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi 
yang dipakai di lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, sistem 
bagi hasil dalam pembiayaan pada Baitul Mal Wa Tamwil adalah pembiayaan 
mudharabah. 
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Al-Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) 
dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai 
sepenuhnya suatu proyek/ usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek 
tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak 
dibenarkan ikut dalam mengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan 
dan melakukan pengawasan.  
Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut 
terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha (Sumitro, 
2002: 34-35). Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank 
yang salah satunya berdasarkan pada prinsip bagi hasil, dalam rangka membantu 
masyarakat guna melangsungkan, meningkatkan kesejahteraan dan berbagai 
kegiatan, Baitul Mal Wa Tamwil perlu memiliki fasilitas mudharabaah untuk 
menyediakan masyarakat yang menginginkan transaksi tanpa ada riba/bunga. 
Sebagai salah satu alternatif dalam penghapusan bunga, lembaga keuangan  
syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari 
aspek negatif dari sistem bunga yaitu dengan sistem kerja baru. Tanpa adanya 
bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, antara lain melalui transaksi 
mudharabah. Saat ini muncul akuntansi syariah yang digunakan untuk menjawab 
persoalan yang terjadi pada akuntansi konvensional. 
Riba menimbulkan bencana besar bagi umat manusia, karena riba manusia 
menjadi sengsara, baik secara pribadi, individu, negara dan bangsa. Semua itu 
hanya menguntungkan segelintir dari kalangan lintah darat (pemungut riba). Riba 
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merusak moral dan jiwa manusia. Riba mengganggu perputaran harta dan 
pertumbuhan ekonomi secara adil. Riba, sebagaimana terjadi di abad modern ini, 
menyebabkan terpusatnya kekuasaan dan otoritas riil pada tangan segilintir orang 
yang sangat bejat dan keji, tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain dan 
tidak pula menghormati nilai-nilai moral (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 79). 
Dasar pemikiran pengembangan Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi 
hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat 
Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-
bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank 
syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang 
tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara 
peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan 
apapun.  
Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas 
keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko 
pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan 
kecurangan (Turrosifa, 2013: 2). 
Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak-
pihak terkait lainya telah berhasil menyelasaikan standar akuntansi keuangan yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai acuan standar setiap 
kegiatan lembaga keuangan syariah di Indomesia. Dengan perkembangan yang 
ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur 
mengenai Mudharabah. PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. 
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PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 
tanggal 27 juni 2007. 
BMT Tumang adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan 
prinsip-prinsip syariah di dalam prakteknya.Produk-produk BMT Tumang 
dikeluarkan untuk membantu masyarakat menghindari aspek negatif dari 
bunga/riba salah satu produk BMT Tumang adalah mudharabah. 
Dari data yang telah diperoleh penulis dari BMT Tumang, prosentase 
pembiayaan mudharabah BMT Tumang sebesar 50% dari total pembiayaan. 
Pembiayaan dengan akad mudharabah menjadi skema pembiayaan yang banyak 
disalurkan dan sebagai skema pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. 
Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan BMT Tumang didominasi oleh 
pembiayaan mudharabah. Sudah pasti BMT Tumang harus tunduk pada PSAK 
No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Sebagai pedoman dalam proses 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pada BMT Tumang di 
Boyolali. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap penerapan PSAK 105 dalam transaksi mudharabah. Dengan 
dikeluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur mengenai mudharabah merupakan 
salah satu proses evaluasi apakah sistem di BMT Tumang yang ada telah 
dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. sehingga 
peneliti bermaksud untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi 
mudharabah pada BMT Tumang.  
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Tidak mungkin rasanya untuk menghindari bunga/riba tersebut dapat 
diwujudkan dengan optimal tanpa adanya praktik yang baik termasuk dalam 
menjalankan prosedur hingga pencatatan yang sesuai dengan PSAK No. 105 yang 
menjamin terlaksananya prinsip syariah yang baik terhadap pihak-pihak yang 
terlibat baik oleh lembaga keuangan syariah maupun nasabah. 
Dari sini penulis akan menganalisis apakah lembaga keuangan syariah ini 
menerapkan sistem akuntansi dalam transaksi pembiayaan mudharabah yang 
sesuai PSAK No. 105, Maka dari itu penulis mengambil judul “ Analisis 
Penerapan  PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah ” (Studi 
kasus pada BMT Tumang di Boyolali). 
1.2.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan,maka 
identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai salah satu lembaga 
keuangan syariah, BMT Tumang perlu menerapkan PSAK sebagai standar dalam 
penyusunan laporan keuangannya termasuk PSAK No. 105. 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada penerapan 
akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 
dalam transaksi pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan standar akuntansi 
syariah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105. 
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1.4.  Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi bahasan 
dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi pada saat pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi pembiayaan 
mudharabah pada BMT Tumang di Boyolali  sudah sesuai dengan Peryataan 
Standar Akuntansi Keungan (PSAK) No. 105. 
1.5.  Tujuan Penelitian 
Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penerapan akuntansi pada saat pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi mudharabah pada BMT tumang di 
Boyolali sudah sesuai dengan Peryataan Standar Akuntansi Keungan (PSAK) No. 
105 atau belum. 
1.6.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi: 
1. Akademi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan teori 
bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumbangan penelitian bagi yang 
membutuhkan. 
2. BMT Tumang 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah dengan 
upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. 
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3. Pembaca  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan bagi pembaca maupun 
pihak lain yang membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
1.7.  Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8.  Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : 
BAB I   PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam 
menganalisis permasalahan untuk penelitian. Penelitian yang 
relevan dan kerangka berfikir. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, hasil 
penelitian 
10 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian 
pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan 
 Pengertian standar akuntansi adalah peraturan umum yang dijabarkan dari 
laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam 
pengembangan teknik akuntansi. Sedangkan pengertian dari standar akuntansi 
syariah itu sendiri pada dasarnya hampir sama dengan pengertian standar 
akuntansi secara umum, akan tetapi standar akuntansi syariah lebih 
mengutamakan kearah pola yang  pertanggungjawaban yang menuju keadilan, 
kebenaran antar sesama sesuai dengan syariah Islam. Akuntansi selalu didasarkan 
pada pencatatan keuangan (Mandala, 2004: 65). 
Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan 
laporan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah 
akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku 
dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, 
pengukuran/penilaian, pengakuan dan pengungkapan laporan keuangan.  
Oleh karena standar akuntansi merupakan peryataan resmi yang 
dikeluarkan oleh badan berwenang. Maka standar akuntansi adalah bagian dari 
prinsip akuntansi berterima umum. Standar akuntansi memberikan aturan-aturan 
umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan (Ghozali dan 
Chariri, 2007: 209). 
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 Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan 
penting dalam penyajian laporan keuangan. Alasan tersebut adalah: 
1. Memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil 
usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi tersebut 
diasumsikan jelas, konsisten, dapat dipercaya (andal) dan dapat 
dibandingkan. 
2. Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan 
kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. 
3. Memberi data dasar bagi pemerintahan tentang berbagai variabel yang 
dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, 
perencanaan ekonomi dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial. 
4. Menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan 
disiplin akuntansi. 
Jadi standar akuntansi di harapkan menjadi pedoman bagi penyusunan 
laporan keuangan (manajer), pemakai laporan keuangan dan auditor dalam 
memenuhi dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. 
Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, di harapkan berbagai pihak 
yang berkepentingan tersebut dapat memahami laporan keuangan dari sudut 
pandang yang sehingga tujuan dari laporan keuangan tercapai (Ghozali dan 
Chariri, 2007: 210). 
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan merupakan 
bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi 
laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial laporan keuangan kegiatan 
13 
 
komersial meliiputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 
(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sabagai laporan arus kas, 
atau laporan perubahan ekuitas), catatan dan lapporan lain serta materi penjelas 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  
Laporan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dana zakat, dan 
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Disamping itu juga termasuk, 
skedul dan informasi keuangan industri dan geografis. Tujuan utama laporan 
keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja serta pertumbuhan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.  
Beberapa tujuan lainya  adalah: 
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 
dalam kegiatan usaha. 
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi 
asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip 
syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaanya. 
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas 
syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada 
keuntungan tingkat yang layak. 
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investassi yang diperoleh penanam 
modal dan pemilik modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi 
mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosioal entitas syariah, 
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termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf 
(Nurhayati dan Wasilah, 2011: 95). 
Untuk mencapai tujuanya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 
Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 
(dan bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam 
catatan akuntansinya serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 
bersangkutan, laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan 
informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan 
penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayarankas di masa 
depan serta sumber daya yang mempresentasikanya kas yang akan diterima di 
masa depan.  
Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi 
masa lalu dan peristiwa lainya yang paling berguna bagi pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. Perhitungan pendapatan untuk tujuan 
pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian 
hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah 
keuntungan bruto (gross profit) 
Praktek akuntansi di Indonesia berhimpun dibawah lembaga ikatan 
akuntan indonesia (IAI). Lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah 
untuk menyusun atau mengatur standar akuntansi sehubungan dengan praktek 
akuntansi yang ada. Sebagai wadah satu-satunya bagi protesi akuntansi di 
Indonesia, IAI yang berhak menyusun dan merevisi standar akuntansi keuangan 
secara signifikan (IAI, 2007). 
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2.1.2 Pengertian Akuntansi 
 Akuntansi sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bisnis 
menghendaki adanya sebuah proses pencatatan yang penuh dengan nilai-nilai etis 
yang menjadi prinsip dasarnya. Atas dasar tersebut memerlukan sebuah pemikiran 
untuk memunculkan konsep akuntansi syariah. Sehingga hal yang sangat menjadi 
perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan konvensional adalah masalah 
prinsip etika dan moralitas dari praktik bisnis lembaga keuangan tersebut. Hal ini 
menjadi latar belakang timbulnya sistem akuntansi syariah (Sumar‟in, 2012: 105). 
Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari 
sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya syariah adalah sangat baru dan 
para ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Akuntansi 
dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang 
sempurna (Muhammad, 2005: 150-151). 
Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Quran, Sunah 
Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa 
tertentu), dan ‘Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah 
Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang 
membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi 
syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin 
ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan 
akuntansi tersebut. 
Akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian 
Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk 
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mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah 
SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur‟an, Al-Baqarah 
ayat 282 Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat 
akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan 
angka keseimbangan atau neraca (Harahap, 2004: 26). 
Menurut (Naban, 2006: 6), adapun ayat yang menjelaskan tentang hal 
tersebut yaitu Surat Al-baqarah Ayat 282:    
                             ... 
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya...” (Q.S. AL. Baqarah:282). 
 
 Nabhan (2006: 16) menyimpulkan dari ayat diatas bahwa Allah telah 
mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan kegiatan pencatatan dalam  
kegiatan(transaksi). Kegiatan pencatatan ini pada masa sekarang tidak lain adalah 
kegiatan jurnal dalam siklus akuntansi. Perintah Allah untuk memenuhi panggilan 
apabila diminta untuk bersaksi dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelaporan atas 
kegiatan transaksi dan pencatatan yang dilakukan. Apabila diperhatikan maka ayat 
tersebut telah mengajarkan untuk melakukan seluruh kegiatan siklus akuntansi 
mulai transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.  
 Menurut Muhammad (2002: 11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan 
kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut 
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tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi 
syariah. Berikut uraian yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 282: 
1. Prinsip Pertanggung Jawaban (accountability)  
Merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. 
Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim 
persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai 
dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka 
bumi. Manusia di bebani amanah oleh Allah untuk menjalankan atau menunaikan 
amanah. Implikassi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang 
terlibat dalam praktik bisnis selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang 
telah di amanatkan dan di perbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 
2. Prinsip Keadilan 
Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung 
prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks akuntansi, 
menegaskan kata adil dalam 282 surat Al-Baqarah secara sederhana bahwa setiap 
transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya bila 
nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan 
mencatatnya dengan jumlah yang sama, dengan demikian kata keadilan dalam 
konteks aplikasi akuntansi mengansung dua pengertian yaitu:  
a. Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang 
sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan 
sangat menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.  
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b. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai 
etika/syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan 
sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap 
bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang 
lebih baik. 
3. Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 
keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan 
pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat 
dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini 
akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan 
transaksi-transaksi ekonomi. 
2.1.3. Transaksi Syariah 
Pengertian transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan 
paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam 
perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suatu ketetapan 
hukum syariat yang berlaku (Wiyono 2005: 25).  
Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta 
diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagian 
hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara 
material dan spiritual (al-falah), substansinya adalah bahwa setiap aktivitas 
manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat 
syariah yang dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk., benar dan salahnya 
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aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan 
membentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar 
(market discipline) yang baik (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 93).  
1.  Asas Transaksi Syariah 
Islam mengajarkan syariah berasaskan pada prinsip:  
a. Persaudaraan (ukhuwah). 
b. Keadilan („adalah). 
c. Kemaslahatan (maslahah). 
d. Keseimbangan (tawazun). 
e. Universalisme (syumuliyah).  
Prinsip persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah 
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga 
seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. 
Prinsip ini didasarkan pada prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami 
(tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling 
bersinergi dan saling beraliansi (tahaluf).  
Prinsip keadilan (‘adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu 
hanya pada yang berhak dan sesuai dengan porsinya. Realisasi prinsip ini dalam 
bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur:  
1. Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhl riba 
sendiri di terjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang 
dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan 
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transaksi tidak tunai lainya,atau transaksi antar barang termasuk pertukaran 
uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang sejenis secara tidak tunai.    
2. Kezaliman baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman 
diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan 
temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan 
sesuatu tidak sesuai tempatnya/porsinya 
3. Judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas 
(maysir).  
4. Unsur ketidakjelasan manipulasi dan eksploitasi informasi informsi serta 
tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti: ketidak pastian penyerahan 
objek akad, tidak ada kepastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian 
kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah 
satu pihak tidak mengerti ini perjanjian (gharar). 
5. Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-quran dan As-sunah, baik 
dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait. 
Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 
berdimensi dunia dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan 
kolektif. Kemslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap 
ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). Transaksi 
syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur 
yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa 
pemeliharaan terhadap agama (di’en), intelektual („aql), keturunan (nasl), jiwa 
dan keselamatann (nafs), serta hata benda (mal). 
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 Keseimbangan (tawazum), yaitu keseimbangan antara aspek material dan 
spiritual antara aspek private dan publik, antara sektor keuangan dan sektor rii, 
antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi 
syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi 
memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat 
adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. 
Universalisme (syumuliyah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, 
dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, 
agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta rahmatan 
lil alamin (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 93-94). 
2. Karakteristik Transaksi Syariah  
Mengungkapkan karakteristik dan penerapan transaksi yang sesuai dengan 
paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi aspek berikut: 
a.  Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. 
b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik 
(thayib).  
c.  Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan 
sebagai komoditas.  
d.  Tidak mengandung unsur riba.  
e.  Tidak mengandung unsur kezaliman. 
f.  Tidak mengandung unsur maysir. 
g.  Tidak mengandung unsur gharar.  
h.  Tidak mengandung unsur haram. 
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i.  Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena   
keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang 
melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip alghunmu bil 
ghurmi (no gain without accompanying risk).  
j.  Transkasi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta 
untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak 
diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak 
menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu 
akad. 
k.  Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun 
melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan Tidak mengandung unsur kolusi 
dengan suap menyuap (risywah) (Arifin, 2005: 169). 
3.   Alur Transaksi Mudharabah 
Menurut Yaya, dkk (2009: 128) alur transaksi mudharabah sebagai 
berikut: 
a. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan 
mengisi formulir pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank 
syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan 
evaluasi kelayakan investasi mudharabah yang diajukan nasabah dengan 
menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Comitmen, dan 
Colleteral).  
Bila nasabah daan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan 
dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di 
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hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk 
memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. 
b. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usahanya 
yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. 
c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal. 
Dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. 
Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah 
sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian 
yang disebabkan oleh kelalain nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
nasabah. 
d. Bank dan nasabah menerima bagi masing-masing berdasarkan metode 
perhitungan yang telah disepakati. 
e. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah 
mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik 
nasabah sepenuhnya. 
2.1.4.   Pembiayaan Mudharabah   
 Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik 
dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar 
nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi 
kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh 
miscondutc, negligence atau violation oleh pengelola dana.  
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PSAK 105 par. 18 memberikan contoh bentuk kelalaian pengelola dana, 
yaitu persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat 
kondisi diluar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah 
ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil intstitusi yang berwenang. 
(Nurhayati dan Wasilah, 2011: 120). 
 Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi 
yang berdasarkan kepercayaan.  Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam 
akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. 
Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam 
istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan 
investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pemilik dana 
disebut managing trustee atau labour partner (Syahdeini, 1999: 34) 
Menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat 
diambil dari kisah Rosulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti 
Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rosulullah sebagai 
pengelolah dana. Lalu Rosulullah membawa barang dagangannya kenegeri Syam. 
Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam 
dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat 
dan sangat selaras dengan prinsip ajaran Islam, oleh karena itu masih tetap ada 
sistem Islam (Nurhayati dan Wasilah, 2008: 115).  
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1. Al-Quran  
                                  
                                        
             
Artinya: 
jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [180] 
Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya 
mempercayai (Al-baqarah: 283). 
 
2. Sunnah  
Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rosulullah saw bersabda, “tiga hal yang 
didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 
(mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah 
bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).  
“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, 
ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan 
tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu 
dilanggar, ia (pengelolah dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas didengar Rosulullah saw, beliau membenarkan.”(HR. 
Thabrani dari Ibnu Abbas). 
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 Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan 
pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya 
(Muhammad, 2002: 22). 
Gambar 2.1 
Skema Mudharabah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sri Nurhayati-Wasilah, (2011) 
Keterangan: 
1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah 
2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana  
3. Proyek usaha menghassilka laba atau rugi 
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah  
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana 
 
Pemilik Dana Pengelola Dana Akad Mudharabah 
Porsi Laba Porsi 
Rugi 
Porsi 
laba 
Hasil Usaha: 
Apabila untung akan dibagi nisbah,  
Apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana 
 
Proyek Usaha 
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1. Jenis Akad Mudharabah 
Jenis akad mudharabah dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan dalam 
tiga jenis yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dam 
mudharabah musyatarakah. Berikut adalah pengertian masing-masing 
mudharabah. 
a. Mudharabah Mutlaqah  
Mudharabah mutlaqah adalah dimana pemilik dananya memberikan 
kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah 
ini disebut juga investasi tidak terkait. Jenis mudharabah ini ditentukan masa 
berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line 
of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan namun 
kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali.  
Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai 
proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, 
perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), 
peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. 
Dalam melakukan mudharabah muthlaqah, pengelola dana memilik 
kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi 
keberhasilan mudharabah itu. Namun apa bila ternyata  pengelola dana melakukan 
kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dan harus bertanggung jawab atas 
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkanya. Sedangkan apabila terjadi kerugian 
atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka 
kerugian itu akan ditangggung oleh pemilik dana. 
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b. Mudharabah Muqayyadah  
Mudharabah muqayyadah adalah dimana pemilik dana memberikan 
batasan kepada  pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek 
investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dan bertindak bertentangan dengan 
syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus 
bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkanya, termasuk 
konsekuensi keuangan. 
c. Mudhrabah Musytarakah  
Mudharabah musytarkah adalah dimana pengelola dana menyertakan 
modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerjasma, akad yang 
disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, stelah 
berjalanya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan 
pemilik dana, pemilik dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut 
jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan 
perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah (Nurhayati-Wasilah, 
2011: 122). 
2. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah 
 Rukun mudharabah ada empat, yaitu: 
a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana 
b. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja 
c. Ijab kabul/serah terima 
d. Nisbah keuntungan 
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 Ketentuan syariah adalah sebagai berikut 
1. Ketentuan pelaku adalah sebagai berikut: 
a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 
b. Pelaku mudharabah dapat dilakukan dengan sesama atau dengan non muslim. 
c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam usaha tetapi ia boleh mengawasi. 
2. Objek Mudharabah  
 Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya 
akad mudharabah : 
a. Modal 
1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainya (di nilai 
sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya. 
2) Modal harus tunai dan tidak utang, tanpa adanya setoran modal, bearti 
pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola 
dana harus bekerja. 
3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat di bedakan 
dari keuntungan. 
4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk mudharabah kembali modal 
mudharabah, dan apabila terjadi. 
5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada 
orang lain dan apabila terjadi maka di anggap terjadi pelanggaran kecuali 
atas seizin pemilik dana. 
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6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut 
kebijaksanaan dan pemikiran sendiri, selama tidak dilarang secara 
syariah. 
b. Kerja 
1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, 
selling skill, managemenr skill, dan lain-lain. 
2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh di intervensi oleh 
pemilik dana. 
3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. 
4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam bentuk 
kontrak. 
5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan 
pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima 
modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan 
imbalan/ganti rugi/upah. 
c. Ijab Kabul 
Ijab kabul adalah peryataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-
pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi 
atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
d. Nisbah Keuntungan  
1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, 
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak 
yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana 
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mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana sedangkan 
pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.  
 Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, 
inilah yang akan mencegahnya terjadinya perselisihan antara kedua pihak 
mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut 
tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagianya menjadi 50% 
dan 50%. 
2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian kentungan dengan 
menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 
 Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk mudharabah 
kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi 
pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan 
oleh pemilik dana untuk pembiayaan kembali  modal mudharabah maka 
pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan 
keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. 
Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan 
pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi yang telah disepakati antara 
keduanya. 
 Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada 
kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikanya 
adala sebagai berikut. 
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1. Di ambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan 
pelindung modal. 
2. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal 
(Nurhayati dan Wasilah, 2011: 125). 
2.1.5 Berakhirnya Akad Mudharabah 
 Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, 
tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan 
memberitahukan pihak lainya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karna hal-
hal sebagi berikut (Sabbiq, 2008). 
1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah 
berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk 
mencapai tujuansebagaiman dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang 
mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. 
5. Modal sudah tidak ada (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 125). 
2.1.6. Akuntansi Mudharabah Untuk Pemilik Dana Berdasarkan PSAK No. 
105 
1. Pengakuan dan Pengukuran  
a. Akuntansi untuk pemilik dana 
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1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana di akui sebagai 
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset 
nonkas kepada pengelola dana. 
2) Pengukuran investasi mudharabah: 
a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang 
dibayarkan. 
b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas di ukur sebesar nilai 
wajar aset nonkas pada saat penyerahan 
(1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, 
maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan 
diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 
(2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka 
selisihnya diakui sebagai kerugian. 
c) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 
disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau 
kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut 
diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi 
mudharabah. 
d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 
tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka 
kerugian kerugian tersebut di perhitungkan pada saat bagi hasil. 
e) Usaha mudharabah di anggap mulai berjalan sejak dana atau modal 
usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 
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f) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset kas dan aset 
nonkas tersebutmengalami penurunan nilaipada saat atau setelah 
barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha 
mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 
jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi 
hasil. 
g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan 
oleh: 
(1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi 
(2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang 
lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad atau 
(3) Hasil keputusan dari instuisi yang berwenang. 
h) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 
dan belum di bayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah 
di akui sebagai piutang. 
b. Penghasilan Usaha 
1) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan 
usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang 
disepakati. 
2) Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 
investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 
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a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 
investasi, dan 
b) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian. 
3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui 
berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari 
pengelola dana. Tidakdiperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi 
hasil usaha. 
4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dan tidak 
mengurangi investasi mudharabah. 
5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 
sebagai piutang. 
2. Penyajian 
a. Pemilik dan menyajikan investasi  mudharabah dalam laporan keuangan 
sebesar nilai tercatat. 
3. Pengungkapan  
a. Pemilik Dana Mengungkapkan Hal-Hal Terkait Transaksi Mudharabah, 
Tetapi Tidak Terbatas Pada: 
1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian 
hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain. 
2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya 
3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan 
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4) Pengungkapan yang di perlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan 
keuangan syariah. 
2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
  
Tabel 2.2 
Penelitian Terdahulu yang Relevan 
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Turrosifa 
(2013) 
Penerapan PSAK no. 
105 dalam transaksi 
pembiayaan 
mudharabah pada 
bank syariah bukopin 
cabang sidoarjo 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa 
Bank Syariah Bukopin 
Cabang Sidoarjo telah mampu 
menerapkan PSAK No.105 pada 
produk pembiayaan 
mudharabah dengan benar mulai 
dari pengakuan, pengungkapan dan 
pengukuran telah sesuai dengan 
PSAK No. 105. 
2 Rosita 
(2012) 
Studi pembiayaan 
mudharabah dan laba 
perusahaan 
Pada pt bank 
muamalat indonesia 
tbk. Cabang bogor 
(study of mudharabah 
and profit in bank 
muamalat) 
Hasil evaluasi dalam penelitian ini 
menunjukkan 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Bogor telah 
Menerapkan pembiayaan 
mudharabah sesuai dengan 
Pedoman Akuntansi Perbankan 
Syariah Indonesia dan 
PSAK No 105. Dalam kaitannya 
dengan laba, pembiayaan 
Mudharabah memberikan 
kontribusi terhadap 
Peningkatan atau penurunan laba 
PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Cabang Bogor. 
    
3. Saputro  
Moch. 
Dan 
Dzulkirom
. A.R  
(2015)  
Sistem perhitungan 
bagi hasil pembiayaan 
mudharabah pada Pt. 
Bank Syariah Mandiri 
Cabang Malang 
Berdasarkan laporan dan data yang 
diperoleh dari PT.Bank Syariah 
Mandiri Cabang Malang, dapat 
diketahui bahwa sistem bagi hasil 
lebih menguntungkan kedua belah 
pihak dan resiko lebih kecil daripada 
sistem bunga yang diterapkan bank 
konvensional pada umumnya. 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.2 
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 
    
4. Wardi & 
Putri 
(2011) 
Analisis perlakuan 
akuntansi syariah 
untuk pembiayaan 
murabahah, 
mudharabah, serta 
kesesuaiannya 
dengan PSAK no. 
102, dan 105 
Hasil penelitian Dalam 
praktik, aturan-aturan yang 
digunakan dalam kegiatan 
operasional Bank 
Muamalat Cabang Pekanbaru 
belum sepenuhnya menggunakan 
aturan-aturan yang 
sesuai dengan standar dan syariah 
Islam, seperti konsep pengakuan 
aset 
murabahah, pembagian 
keuntungan, penetapan margin 
murabahah, konsep nisbah 
bagi hasil mudharabah. 
5. Susfayetti 
dan 
Rahayu 
Analisis penerapan 
akuntansi syariah di 
bmt al ishlah 
kota jambi 
Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penerapan akuntansi syariah 
di BMT Al Ishlah sudah 
baik sesuai dengan prinsip-prinsip 
akuntansi syariah. 
Sumber: Kamila, dkk. (2013) 
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2.3. Kerangka Berfikir 
Gambar 2.2 
 kerangka Berfikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Verra, 2012 
Berawal dari masalah yang ingin diteliti penulis yaitu sejak beroperasinya  
BMT Tumang hingga saat ini apakah BMT Tumang sudah sesuai dalam 
menjalankan prosedur hingga pencatatan berdasarkan pernyataan standar 
akuntamsi keuangan syariah (PSAK) No. 105 dalam transaksi pembiayaan 
mudharabah atau belum.  
Langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah 
mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau metode tidak langsung 
BMT Tumang 
Penerapan akuntansi pada saat pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan  
dalam transaksi pembiayaan mudharabah 
Peryataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 105 
Analisis 
Sesuai atau Tidak 
Sesuai 
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seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai 
akuntansi pembiyaan mudharabah, setelah mendapatkan informasi atas praktek 
dan data dari obyek penelitian, lalu dibandingkan dengan teori berupa Peryataan 
Standar Akuntansi Keuangan 105.  
Dianalisis apakah ada perbedaan antara praktek penerapan akuntansi pada 
saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan  dalam transaksi 
pembiayaan mudharabah dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah itu 
disimpulkan sesuai atau tidak disertai dengan penjelasanya. 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk 
melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan 
prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau 
menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar 
dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan 
menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Klasifikasi desain penelitian 
dibagi menjadi dua yaitu, eksploratif dan konklusif. Desain penelitian konklusif 
dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu deskriptif dan kausal. Dalam penelitian ini 
digunakan penelitian eksploratif dan deskriptif.  
Menurut Malhotra (2007), penelitian eksploratif bertujuan untuk 
menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan 
pemahaman yang baik. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan sesuatu. Penelitian deskriptif memiliki pernyataan yang jelas 
mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang spesifik, dan informasi 
detail yang dibutuhkan. 
Dengan  digunakan  metode  kualitatif  ini  maka  data  yang  didapatkan 
akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan 
penelitian  dapat  dicapai.  Desain  penelitian  kualitatif  ini  dibagi  dalam  empat 
tahap, yaitu:  
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1. Perencanaan 
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap  ini  adalah  sebagai berikut: 
analisis laporan keuangan yang mencakup terjadi efektif atau efisien lalu 
mengukur pada saat pengakuan,pegungkapan, penyajian, dan pengukuran  dalam 
transaksi mudharabah di BMT Tumang 
2. Pelaksanaan  
Pada  tahap  ini  peneliti sebagai  pelaksana  penelitian  sekaligus sebagai  
human  instrument  mencari  informasi  data,  yaitu  wawancara mendalam  pada  
bagian akuntansi dan manager di BMT Tumang.   
3.  Analisis Data  
Analisis  data  dilakukan  setelah  peneliti  melakukan  wawancara 
mendalam terhadap bagian akuntansi dan manager di BMT Tumang. 
4. Evaluasi  
Semua  data mengenai laporan keuangan perencaan yang digunakan 
bagian evaluasi dan pelaporan di BMT Tumang yang telah dianalisis kemudian 
disesuaikan dengan PSAK No. 105. 
3.2. Subjek Penelitian   
Subjek  penelitian  sebagaiaman yang dikemukakan spradley dalam 
basrowi dan suwandi (2008:188) merupakan sumber informasi. Adapun yang 
menjadi subyek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada BMT 
Tumang di boyolali, beliau yaitu Ibu Siswanti SE dengan tujuan yaitu untuk 
mengetahui pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pencatatan transaksi 
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mudharabah yang telah diterapkan di BMT Tumang. Sedangkan informan dalam 
penelitian ini adalah manajer dan nasabah di BMT Tumang. 
3.3. Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Menurut Purhantara (2010:79),“Data primer merupakan data atau 
informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian dimana data ini 
diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi”. Data–data tersebut berupa data 
hasil wawancara dan atau observasi langsung dengan pihak BMT Tumang di 
Boyolali. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak 
langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang tetdiri atasstruktur data 
kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang 
berkenaan dengan penelitian (Purhantara, 2010: 79). Data sekunder yang 
diperlukan antara lain gambaran umum mengenai BMT Tumang tersebut, serta 
data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data  
Sugiyono (2010: 308) mengatakan teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini sebagai cara 
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operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Berhasil tidaknya suatu penelitian dapat bergantung pada data yang diperoleh. 
Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data dilakukan adalah: 
1. Observasi 
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut H.B. Sutopo 
(2002:64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa 
peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekanan gambar”. Sedangkan 
Nasution mangatakan bahwa “ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan” 
(Sugiyono, 2013: 310). 
Ada 3 macam observasi yaitu observasi berpartispasi (participant 
observation), obsevasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 
observation and covert observation), dan observasi yang tak terstruktur 
(unstructured observation) (Sugiyono, 2010: 310).  
Penelitian ini menggunakan teknik observasi terus terang dan tersamar 
(overt observation and covert observation) yaitu peneliti dalam pengumpulan data 
menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan 
penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar 
dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang masih 
dirahasiakan. Observasi yang dilakuakan peneliti adalah dengan mengamati 
laporan keuangan yang disusun oleh BMT Tumang di Boyolali. 
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2. Wawancara 
 Sugiyono (2010: 317) mengatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 
ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam”. Ada beberapa macam 
wawancara yaitu: 
a. Wawancara Terstruktur (Stuctured interview) 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 
yang akan diperoleh. 
b. Wawancara Semi Terstruktur (semistructured interview) 
Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 
c. Wawancara Tak Terstruktur 
Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 
datanya (Sugiyono, 2012: 32).  
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. Artinya 
dalam wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik 
dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti, sehingga peneliti bisa 
menanyakan kepada informan walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada 
pertanyaannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak 
manajemen dan pihak pelaporan divisi accounting BMT Tumang. 
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 Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 
kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan 
wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran 
dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 
3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang 
berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang 
disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto 
dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan di BMT 
Tumang yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh 
dalam kegiatan wawancara dan observasi. 
4. Studi Pustaka 
Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 
buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media 
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3.5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari  hasil  observasi,  wawancara,  catatan  lapangan  dan  studi  dokumentasi,  
dengan  cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 
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kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 
2009: 244). 
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang 
sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model 
interaktif. Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui 
kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh masih 
berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data 
menjadi teratur. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, 
penyerdehanaan dan abstraki dari daya mentah. Di penelitian ini mereduksi data 
berasal dari data-data wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah 
dikumpulkan. 
3. Sajian Data 
Sajian data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data 
dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan dan table. 
Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi. 
47 
 
4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 
pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang berupa 
pengulangan dengan melihat dan mengecek kembali data mentah agar kesimpulan 
yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam 
proses analisis data satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, 
dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, 
sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil 
salah satu komponen saja.  
Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang 
tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut: 
Gambar 3.1 
Komponen Dalam Analisis Data  
 
 
    
 
  
 
 
 Sumber: Sugiyono, (2009) 
Reduksi Data 
Sajian Data 
 Pengumpulan 
Data 
Pengambilan 
Kesimpulan 
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3.6. Reliabilitas dan Validitas Data 
3.6.1.  Triangulasi Sumber 
Pendekatan analisa data yang dipakai peneliti dalam keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber. Moleong (2007: 330) triangulasi sumber adalah 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Moleong (2001: 178) 
teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektiktif sesorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 
menengah atau tingg, orang berada, orang pemerintah. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Sejarah BMT Tumang 
Maka pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak Suryanto 
SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa Tumang. Setelah 
dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 oktober 1998, Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal awal 7.050.000 
rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada tanggal 10 April 
1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari departemen koperasi dengan 
nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian lebih dikenal dengan nama 
KSU “BMT TUMANG”. 
 Inisiatif pendirian BMT Tumang bukan hanya sekedar meramaikan 
aktifitas perkoperasian waktu itu namun didasari atas keprihatinan pendirinya atas 
system tatanan kehidupan yang tidak menampakkan keadilan dan kemakmuran 
masyarakat waktu itu sehingga lahir koperasi berbasis syariat islam ini. 
Keprihatinan tersebut terlihat pada sulitnya pengusaha mikro kala itu untuk 
mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan karena berbagai alasan yang tidak 
rasional.  
Dalam rentang waktu satu dasawarsa melayani masyarakat, BMT 
TUMANG telah berkembang dengan sangat cepat, hingga akhir september 2008 
BMT ini mencatat pembiayaan yang diberikan ke masyarakat anggota telah 
mencapai lebih dari 9 milyar rupiah. Dengan slogan; “membangun kemandirian 
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menuju kesejahteraan” BMT TUMANG ingin terus mengembangkan jaringan dan 
menebar manfaat bagi masyarakat sekitar. 
4.1.2  Visi 
Dalam rangka melanjutkan keberlangsungan operasi BMT serta untuk 
mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi BMT di masa depan maka 
di rumuskanlah Visi dan Misi BMT. Sebagai gambaran cita-cita, serta harapan 
yang diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 
Visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, 
modern dan sejahtera. Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk 
membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, dalam rangka 
mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, modern menuju 
kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT. 
4.1.3 Misi 
Misi BMT adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, amanah, dan 
sejahtera. 
2. Mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi 
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 
operasional BMT. 
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4.1.4 Tujuan 
Didirikannya BMT Tumang bertujuan untuk mengangkat status sosial 
ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT dan 
berperan serta menggerakkan perekonomian umat, yang dibangun dengan asas 
manfaat, amanah dan adil dengan prinsip saling percaya, saling membantu dan 
mengacu pada kaidah syariah. 
4.1.5 Sifat 
BMT Tumang bersifat usaha bisnis yang berjalan sesuai dengan Al-quran 
dan Al-hadist, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara 
profesionel. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota 
terutama dengan penggolongan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf,dll) 
seiring dengan penguatan kelembagaan BMT Tumang. BMT Tumang juga 
berorientasi pada bisnis (bisnis oriented) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT 
dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi. 
4.1.6. Keunggulan BMT Tumang 
Sisitem dan kinerja BMT Tumang berpegang pada prinsip dasar yang 
berladaskan syariah. BMT menjauhkan dari system riba, maysir, gharar: yang 
melanggar prinsi fiqh alghunumu bil ghumi (keuntungan muncul bersama resiko) 
atau al kaharaj bi dhaman (hasil muncul bersama beban) yaitu dengan bagi hasil. 
Dengan menitipkan dana di BMT Tumang dana aman bermanfaat dan insyallah 
barokah pelayanan maksimal siap mengambil dan mengantar. 
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4.1.7 Fungsi BMT 
Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi: 
1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 
kelompok anggota muamalat (Poskuma) dan daerah kerjanya. 
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan poskuma menjadi lebih  profesional 
dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan 
global. 
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota. 
4. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya sebagai 
shohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana 
sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 
5. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana 
(shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan 
pengguna dan mudhorib untuk pengembangan usaha produktif. 
4.1.8. Struktur Organisasi BMT Tumang 
Struktur organisasi BMT Tumang menunjukan adanya garis wewenang 
dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini 
sangat penting untuk memperjelas tugas pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan 
masing-masing bagian dalam organisasi. 
 Tentu saja masing-masing BMT memiliki karakteristik tersendiri, sesuai 
dengan besar kecilnya organisasi. 
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Gambar 4.1 
Struktur Organiasi BMT Tumang 
 
 
           
           
           
           
           
           
          
 
Sumber: BMT Tumang 
4.1.9. Produk dan jasa BMT Tumang 
Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistem syariah tidak menggunakan 
bunga sebab bunga adalah riba. Komitmen ini berdasarkan pada pengertian 
mengenai riba Qs. 2: 278-279 
                               
                      
 
Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman(278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 
dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). 
Musyawarah 
Anggota Tahunan 
Pengawas 
Manajemen 
Dewan Pengawas 
Syariah 
Dewan 
Pengeurus 
Manajer/ 
Direktur 
Teller/ Kasir Accounting/Pembu
kuan 
Marketing 
Pemasaran 
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Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak berbeda dengan bank 
syariah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang 
kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecilnya dana dalam 
permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak 
BMT. 
Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan 
bank syriah, yaitu: 
1. Sistem Jual-Beli 
a. Murabahah 
Transaksi Penjulan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas 
akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai’naqdan) atau tangguh (ba’i 
mu’ajjal/bai’bitsaman ajil) 
b. Ba’i As-Salam 
Transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum 
ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka 
sedamgkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. 
c. Jual Beli Istisna’ 
Transaksi atau akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembutan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
dan penjual. 
 
 
55 
 
d. Ijaroh 
 Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam 
waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri. 
2. Sistem Bagi Hasil 
a. Musyarakah 
Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan 
kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. 
b. Mudharabah 
Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk 
melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut 
kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung 
oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconct, negligence, atau violation 
oleh pengelola dana. 
3. Sistem Jasa 
a. Qardh 
Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan 
menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qarddh merupakan akad yang 
memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan 
bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. 
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b. Al- Wakalah 
Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-
hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya tidak semua hal dapat diwakilkan 
contohnya, shoalat,puasa,bersuci, dll. 
c. Al-Hiwalah 
Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit 
atau memikul sesuatu diatas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang 
atau piutang. Jika yang dialihkan utang maka akad hawalah pengalihan utang dari 
suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung utangnya, 
dan sebaliknya. 
d. Rahn 
Sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan 
penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 
diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang 
berutang apabila utangnya sudah lunas.   
e. Kafalah 
Yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung 
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang 
ditanggung. 
4.2. Penerapan Akuntansi Mudharabah Untuk Pemilik Modal Di BMT 
Tumang Boyolali 
1. Pengakuan dan Pengukuran  
a. Saat penyaluran dana kepada pengelola dana di BMT Tumang 
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Kasus sederhana perhitungan bagi hasil pada BMT Tumang. Bapak haris 
mempunyai keinginan memelihara sapi dengan mempertimbangkan bahwa lokasi 
dekat rumahnya yang masih banyak rumput dan dekat dengan sawah. Sedangkan 
ia tidak memiliki modal. Kemudian bermaksud mengajukan pembiayaan kepada 
BMT Tumang. Bapak Haris mengajukan pembiayaan pada BMT Tumang sebesar 
Rp. 45.000.000,-.  
Diperkirakan keuntungan yang akan di peroleh Bapak Haris sebesar Rp. 
15.000.000,-  nisbah antara Bapak Haris dengan BMT Tumang yang akan 
disepakati adalah (30%:70%) dan prinsip dasar transaksi Bapak Haris dengan 
BMT Tumang dengan menggunakan Cash Basis yaitu semua pendapatan yang 
dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan di realisasi. 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh BMT Tumang kepada pengelola 
dana  diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas. Atas 
pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bapak Haris telah 
direalisasikan oleh BMT Tumang. Dengan demikian BMT Tumang akan 
melakukan pencatatan sebesar jumlah uang yang dicairkan yaitu: 
Db. Pembiayaan mudharabah  Rp. 45.000.000,- 
 Kr. Rekening B.Haris (giro/tabungan)  Rp. 45.000.000,-  
Setelah Bapak haris melakukan negoisasi dengan BMT Tumang dan kedua 
belah pihak saling sepakat. Maka dilakukan akad mudharabah. akad mudharabah 
yang ditanggung bapak haris berupa biaya administrasi, biaya notaris biaya 
asuransi, biaya materai. Terjadi pencatatan jurnal: 
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Db. Rekening Bapak Haris  Rp. 444.000,-  
Kr. Pembayaran administrasi  Rp. 20,000,-  
Kr. Biaya notaris    Rp. 150.000,-  
Kr. Biaya asuransi    Rp. 250.000,-  
Kr. Biaya materai    Rp. 24.000,- 
Berdasarkan jumlah pembiayaan yang diminta Bapak Haris kepada BMT 
Tumang, maka besarnya keuntungan yang akan diberikan oleh bapak Haris akibat 
dari akad sebesar Rp. 15.000.000,- dengan kesepakatan nisbah antara Bapak Haris 
dengan BMT Tumang (70%:30%). Perhitungan terhadap keuntungan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1) 
  
   
 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 4.500.000,-  keuntungan BMT Tumang 
2) 
  
   
 x Rp. 15.000.000,- =Rp. 10.500.000,-  keuntungan mudharib 
Pengakuan laba mudharabah dari Bapak Haris maka diketahui keuntungan 
yang diberikan kepada BMT Tumang dari akad sebesar Rp. 4.500.000,- (bagi 
hasil).  
pencatatan yang dilakukan oleh BMT tumang berkaitan dengan pengakuan 
laba mudharabah adalah sebagai berikut: 
Db. Rekening B. Haris  Rp. 4.500.000,- 
 Kr. Pendapatan mudharabah  Rp. 4.500.000,-   
b. Pengukuran investasi mudharabah 
Pengukuran pembiayaan mudharabah di BMT Tumang selama ini masih 
dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan tidak dilakukan 
59 
 
pengukuran asset nonkas karena belum ada investasi mudharabah dalam bentuk 
asset nonkas di BMT Tumang. 
c. Saat nilai investasi turun sebelum usaha dimulai 
Jika nilai pembiayaan mudharabah tutrun sebelum usaha dimulai 
disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak 
pengelola dana, maka penurunan nilai (berupa kas) tersebut diakui sebagai 
kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Disertai dengan 
pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). 
BMT Tumang dalam pembentukan PPAP dilakukan langsung ketika 
melakukan pembayaran kas kepada pengelola dana sebesar 0,05% dari total 
pembiayaan yang diberikan. Besar prosentase berbeda-beda menurut tingkat 
kolekbilitas pengelola modal antara lain: untuk kolekbilitas lancar sebesar 0,05%, 
kurang lancar 10%, diragukan 50%, macet 100% dari total pembiayaan 
mudharabah yang diberikan. Jurnal yang terjadi saat pembentukan PPAP adalah: 
Db BPPAP-Pembiayaan mudharabah  Rp. xxx 
  Kr PPAP-Piutang lainya    Rp. Xxx 
d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 
Jika sebagian pembiayaan mudharabah hilang (berupa kas) setelah 
dimulainya usaha tanpa kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian 
tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Tidak ada jurnal 
e. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan 
Jika pembiayaan mudharabah melebih satu periode pelaporan, penghasilan 
usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang 
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disepakati. BMT Tumang selama ini hanya membedakan mudharib menurut 
kolekbilitasnya, dengan kategori apabila keterlambatan pembayaran bagi hasil 
lebih dari satu bulan dikatakan kolekbilitas kurang lancar, lebih dari tiga bulan 
kolekbilitas diragukan, lebih dari enam bulan kolekbilitas macet. Dilakukan 
pencatatan pembayaran piutang ketika nasabah benar-benar melakukan 
pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah dan bagi haasil. 
f. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir 
Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi atau 
di BMT Tumang disebut dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada 
saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 
1) Pembiayaan mudharabah setelah dikurangi penyisihan penghapusan 
aktiva produktif. (PPAP). 
2) Pengembalian pembiayaaan mudharabah diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian. 
Kas/Tabungan mudharib   Rp. xxx 
Db PPAP Pituang lainya    Rp. xxx 
Kr Pembiayaan mudharabah    Rp. Xxx 
g. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada 
pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. 
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h. Pengakuan bagi hasil 
BMT Tumang selama ini melakukan pengakuan bagi hasil saat dibayarkan 
oleh pengelola dana (cash basis). Tidak dilakukanya pencatatan apabila melawati 
jatuh tempo. BMT Tumang menerapakan cash basis secara murni dari semua 
transaksi yang ada. 
2. Penyajian  
 Pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan 
keuangan sebesar nilai tercatat. 
3. Pengungkapan 
BMT Tumang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
pembiayaan mudharabah dalam akad. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, 
seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-
lain, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, cadangan untuk 
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan pengungkapan yang 
diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Penerapan Akuntansi Mudharabah pada BMT Tumang di Boyolali 
dengan PSAK NO. 105 
1. Pengakuan dan Pengukuran  
a. Saat penyaluran dana kepada pengelola dana 
Ketentuan saat penyaluran dana dalam PSAK No. 105 Paragraph 12 adalah 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi 
mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas. Dana 
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mudharabah yang disalurkan oleh BMT Tumang kepada pengelola dana diakui 
sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas. Untuk pengakuan 
investasi mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana di BMT Tumang sudah 
sesuai dengan PSAK No. 105. 
b. Pengukuran investasi mudharabah  
Ketentuan untuk pengkuran investasi mudharabah yang dijelaskan PSAK 
No. 105 Paragraph 13: adalah sebagai berikut: Investasi mudharabah dalam 
bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Pengukuran pembiayaan 
mudharabah di BMT Tumang selama ini masih dalam bentuk kas sebesar jumlah 
yang dibayarkan. Dan tidak dilakukan pengukuran asset karena belum ada 
investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas di BMT Tumang. Untuk 
pengukuran investasi mudharabah di BMT Tumang dalam bentuk kas sebesar 
jumlah yang dibayarkan sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun untuk 
pengukuran asset non kas belum diterapkan. 
c.  Saat nilai investasi turun sebelum usaha dimulai 
Dalam PSAK No. 105 Paragraph 14: Jika nilai investasi mudharabah turun 
sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau factor lain yang bukan 
kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui 
sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 
 Jika nilai pembiayaan mudharabah turun sebelum usaha dimulai 
disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak 
pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan 
mengurangi saldo pembiayaan mudhrabah. Disertai dengan pembentukan 
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cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiv Produktif). Dilihat dari 
pengakuan atas penurunan investasi mudharabah sebelum usaha di BMT Tumang 
sudah sesuai dengan PSAK. 
d.  Jika sebagian investasi mudharabah hilang: 
Dalam PSAK No. 105 Paragraph 15: Jika sebagian investasi mudharabah 
hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola 
dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Jika sebagian 
investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau 
kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi 
hasi. Tidak ada jurnal atas transaksi tersebut, untuk pernyataan ini BMT Tumang 
sudah sesuai dengan PSAK  105. 
e. Saat penghasilan usaha 
Dalam PSAK No. 105 paragraph 20: Jika investasi mudharabah melebihi 
satu periode  pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak 
bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika investasi mudharabah 
melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode 
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Sesuai dengan PSAK No. 
105. 
f.  Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad berakhir 
Dalam PSAK No. 105 Paragraph 21: Kerugian yang terjadi dalam suatu 
periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk 
penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: 
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1) Investaasi mudharabah seteah dikurangi penyisihan kerugian investasi 
dan 
2) Pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad 
mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan 
kerugian investasi atau di BMT Tumang disebut dengan penyisihan 
penghapusan aktiva produktif. Pada saat akad mudharabah berakhir, 
selisih antara: 
3) Pembiayaan mudharabah setelah dikurangi penyisihan penghapusan 
aktiva produktif. (PPAP) 
4) Pengembalian pembiayaaan mudharabah diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian. 
Pengakuan mengenai kerugian pembiayaan mudharabah di BMT Tumang 
sudah sesuai dengan PSAK no. 105. 
g. kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana  
Dalam PSAK No. 105 paragraph 23: Kerugian akibat kelalaian atau 
kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi 
investasi mudharabah. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 
dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. 
Pengakuan mengenai kerugian akibat kesalahan pengelola dana di BMT Tumang 
sudah sesuai dengan PSAK 105. 
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h.  Bagian hasil usaha yang belum dibayar: 
Ketentuan bagian hasil usaha yang belum dibayar dalam PSAK No. 105 
paragraph 24: Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 
sebagai piutang. BMT tumang selama ini melakukan pengakuan bagi hasil saat 
dibayarkan oleh pengelola dana dalam hal ini BMT Tumang memiliki kebijakan 
sendiri dalam pengakuan bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana 
diakui yaitu dengan cash basis dan sudah sesuai dengan PSAK No. 105. 
Dikarenakan dikenal dengan adanya dua sistem akuntansi yaitu akrual basis dan 
cash basis. Sedangkan dalam PSAK dikenal cenderung menggunakan akrual 
basis.   
2. Penyajian 
a. Penyajian investasi mudharabah 
Ketentuan penyajian investasi mudharabah dalam PSAK No. 105 
Paragraph 36 adalah Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam 
laporam keuangan sebesar nilai tercatat. Pemilik dana menyajikan pembiayaan 
mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Cara penyajian 
investasi mudharabah di BMT Tumang sudah sesuai dengan PSAK No. 105. 
3. Pengungkapan 
Ketentuan pengungkapan dalam PSAK No. 105 Paragraph 38: Pemilik 
dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas 
pada: 
a. Isi kespakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil 
usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 
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b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasrakan jenisnya. 
c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan 
pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
BMT Tumang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
pembiayaan mudharabah, namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad 
(Perjanjian). BMT Tumang sudah sesuai dengan PSAK 105 antara lain: isi 
kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, 
aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain, rincian jumlah investasi mudharabah 
berdasrkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
(PPAP) dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan 
keuangan syariah. 
 
 
4.4. Hasil Analisis  
Tabel 4.1 
Analisis Kesesuain Transaksi Dalam Pembiayaan mudharabah di BMT Tumang Boyolali dengan PSAK No. 105 
No  Pembiayaan mudharabah di BMT Tumang 
Boyolali 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 105 
keterangan 
1 Pengakuan dan 
pengkuran 
a. Saat penyaluran 
dana kepada 
pengelola dana 
 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh BMT 
Tumang kepada pengelola dana diakui sebagai 
pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran 
kas. 
Paragraph 12: 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh 
pemilik dana diakui sebagai investasi 
mudharabah pada saat pembayaran kas 
atau penyerahan aset non kas  
 
 
Sesuai  
 b. Pengukuran 
investasi 
mudharabah 
 
Pengukuran pembiayaan mudharabah di BMT 
Tumang selama ini masih dalam bentu kas 
sebesar jumlah yang dibayarkan 
Paragraph 13:  
Pengkuran investasi mudharabah adalah 
sebagai berikut: 
Investasi mudharabah dalam bentuk kas 
diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. 
 
 
Sesuai 
 c. Saat nilai 
investasi turun 
sebelum usaha 
dimulai. 
 
Jika nilai pembiayaan mudharabah turun 
sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau 
faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan 
pihak pengelola dana, maka penurunan nilai 
tersebut diakui sebagai kerugian dan 
mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. 
Disertai dengan pembentukan cadangan PPAP 
(penyisihan penghapusan aktiva produktif)  
Paragraph 14: 
Jika nilai investasi mudharabah turun 
sebelum usaha dimulai disebabkan 
rusak, hilang atau factor lain yang bukan 
kelalaian atau kesalahan pihak pengelola 
dana, maka penurunan tersebut diakui 
sebagai kerugian dan mengurangi saldo 
investasi mudharabah. 
 
 
Sesuai 
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Tabel berlanjut... 
 
 
 
Lanjutan tabel 3.1 
 d. Jika sebagian 
investasi 
mudharabah 
hilang setelah 
dimulainya usaha  
 
Jika sebagian pembiayaan mudharabah hilang 
setelah dimulainya usaha tanpa adanya 
kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka 
kerugian tersebut diperhitungkan saat bagihasil. 
Paragraph 15:  
Jika sebagian investasi mudharabah 
hilang setelah dimulainya usaha tanpa 
adanya kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana, maka kerugian tersebut 
diperhitungkan pada saat bagi hasil. 
 
 
Sesuai 
 e. Jika investasi 
mudharabah 
melebihi satu 
periode pelaporan 
 
Jika pembiayaan mudharabah melebii satu 
periode pelaporan (jatuh tempo), penghasilan 
usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi 
hasil sesuai nisbah yang disepakati dengan 
metode profit sharing atau revenue sharing. 
Paragraph 20: 
Jika investasi mudharabah melebihi satu 
periode  pelaporan, penghasilan usaha 
diakui dalam periode terjadinya hak bagi 
hasil sesuai nisbah bagi hasil yang 
disepakati. 
 
 
Sesuai 
 f. Kerugian dalam 
satu periode 
sebelum akad 
mudharabah 
berakhir  
 
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode 
sebelum akad mudharabah berakhir sebagai 
kerugian dan dibentuk cadangan PPAP atas 
pembiayaan mudharabah, pada saat akad 
mudharabah berakhir, selisih antara: 
a). pembiayaan mudharabah setelah dikurangi 
penyisihan penghapusan aktiva produktif. 
b). pengembalian pembiayaan mudharabah 
diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
Paragraph 21: 
Kerugian yang terjadi dalam suatu 
periode sebelum akad mudharabah 
berakhir diakui sebagai kerugian dan 
dibentuk penyisihan kerugian investasi. 
Pada saat akad mudharabah berakhir, 
selisih antara: 
a). investaasi mudharabah seteah 
dikurangi penyisihan kerugian investasi 
dan 
b). pengambilan investasi mudharabah 
diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian. 
 
 
Sesuai 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 3.1 
 g. Kerugia akibat 
kelalaian atau 
kesalahan 
pengelola dana 
 
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana dibebankan pada pengelola 
dana dan tidak mengurangi pembiayaan 
mudharabah. 
Paragraph 23: 
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana dibebankan pada 
pengelola dana dan tidak mengurangi 
investasi mudharabah 
 
 
Sesuai 
 h. Pengakuan bagi 
hasil 
 
BMT Tumang selama ini melakukan 
pengakuan bagi hasil saat dibayarkan oleh 
pengelola dana (cash basis) 
Paragraph 24: 
Bagian hasil usaha yang belum dibayar 
oleh pengelola dana diakui sebagai 
piutang 
 
 
Sesuai 
2 Penyajian   
Pemilik dana menyajikan pembiayaan 
mudharabah dalam pelaporan keuangan sebesar 
nilai tercatat. 
Paragraph 36: 
Pemilik dana menyajikan investasi 
mudharabah dalam laporam keuangan 
sebesar nilai tercatat. 
 
 
 
Sesuai 
3 Pengungkapan  
BMT Tumang pengungkapan hal-hal dengan 
transaksi pembiayaan mudharabah dalam akad 
(perjanjian) antara lain: 
a). isi kesepakatan utama usaha mudharabah, 
seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, 
aktivitas usaha, mudharabah, dan lain-lain 
b). rincian jumlah investasi mudharabah 
berdasarkan jenisnya. 
c). cadangan untuk penyisihan penghapusan 
aktiva produktif (PPAP) 
d). pengungkapan sesuai PSAK 101 : penyajian 
laporan keuangan syariah 
Paragraph 38: 
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal 
terkait transaksi mudharabah, tidak 
terbatas pada: 
a). kespakatan utama usaha mudharabah 
seperti porsi dana, pembagian hasil 
usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan 
lain-lain; 
b). rincian jumlah investasi mudharabah 
berdasrakan jenisnya; 
c). penyisihan kerugian investasi 
mudharabahperiode berjalan: 
pengungkapan sesuai PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
 
 
Sesuai 
6
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pengakuan pada saat penyaluran dana kepada pengelola dana, 
pengukuran investasi mudharabah, saat nilai investasi turun sebelum usaha 
dimulai, jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha, 
penghasilan usaha jika investasi melebihi satu periode pelaporan, kerugian yang 
terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, kerugian akibat 
kelalaian atau kesalahan pengelola dana, pengakuan bagi hasil, serta penyajian 
dan pengungkapanya sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Jadi dapat di 
simpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah di BMT 
Tumang saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah 
sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 
105. 
5.2  Keterbatasan penelitian 
Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki 
kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diproleh di 
lapangan dan semua sudah tersistem. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan 
perusahan dan pertimbangan rahasia perusahaan 
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5.3  Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka Penulis memberikan saran antara lain:  
1. Karena BMT Tumang sudah menerapkan standar akuntansi keuangan syariah 
yang berlaku yaitu PSAK No. 105 penulis menyarankan agar BMT Tumang 
dapat secara konsisten melakukan penerapan tersebut guna membentuk system 
lembaga keuangan syariah yang benar-benar murni berbasis syariah. 
2. Perlu diadakan evaluasi kembali oleh peneliti selanjutnya mengenai penerapan 
PSAK Syariah di BMT Tumang dengan meneliti produk-produk pembiayaan 
dengan mengambil variabel lain misalnya murabahah, salam, istisnha, 
musyarakah ataupun produk-produk perbankan syariah lainya. 
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